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Semestinya kewenangan penuntutan Semuq
tindak pidana dikembalikan ke kejaksaan,
sedangkan penyelidikan dan penyidikan =
dikembalikan ke kepolisian.

Astri Novaria
astri@mediaindonesia.com

OMISI 11T DPR mendu-

kung Kejaksaan Agung

«-tntuk mengefektifkan

asas single prosecution
system atau sistem penuntutan
tunggal. Tujuannya menciptakan
transparansi dan objektivitas pe-
nanganan perkara dalam rangka
integrated criminal justice system
sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan.

Hal itu menjadi salah satu
kesimpulan dalam rapat kerja
Komisi III DPR dengan Kejaksaan
Agung, kemarin,

Wakil Ketua Komisi 11 DPR
Trimedya Panjaitan mengata-

kan, jika seluruh penegak hukum
patuh pada peraturan perundanh-
undangan, semestinya semua
hekerja sesuai koridor. Dengan
begitu, imbuhnya, semestinya ke-
Wenangan penuntutan semua tin-
dak pidana termasuk korupsi di-
kembalikan ke kejaksaan, sedang
Kan penyelidikandan penyicikan
dikembalikan ke polisi, "
“Saat ini KPK memang diber-
kan kewenangan penyelidikan,
penyidikan, dan penuntutan.
Ya, itu disebabkan situasi pem-
herantasan korupsi di Indonesia
dipandang darurat. Jadi, idealnya
ke depan harus ada revisi terkait
undang-undang yang mengatur
kejaksaan, kepolisian, dan KPK
untuk penataan sistem hukum,”

ungkapnya.

Tun

MIMIRFAN

HM Prasetyo
Jaksa Agung

Revistundang-undang tu, sam-
hung dia, bisa saja dimunculkan
dalam rekomendasi Pansus Ang-
ket KPKdan dapat ditindaklan-
juti pemerintah, “Kita lihat saja
perkembangannya gimana.”

Dalam pemaparannya, Jaksa
Agung Prasetyo membantah diri-
nya telah meminta kewenang-
an penuntutan yang dimiliki
KPK ditiadakan dan kemudian
dikembalikan ke kejaksaan.

Prasetyo merasa pernyataan-
nya telah disalahartikan media

Ing Sistem

gl

wassa. Akibatnya, fa merasa
dirugikan atas pemberitaan itu,
“Terkait rencana pengalihan
kewenangan penuntutan yang
diberikan ke kejaksaan, munglin
mediakita ada gang salah dengar.
Antara lain yang bérkenaan de-
ngan viral dan sempat muncul
di media termasuk media sosial
yang waktu itu dikatakan hahwa
Kejagung meminta fungsi pe-
nuntutan KPK dikembalikan ke
kejaksaan, Kita hanya menjawal
pertanyaan Komisi I11. Sempat di-
pelesetkan,” ujar Prasetyo.

Tantangan berat

Prasetyo mengatakan upaya
dirinya menyampaikan kebenar-
an menghadapi tantangan herat.
Seperti saat itu, ia hendak mem-
beri masukan kepada sistem
penegakan hukum dan KPK agar
penegakan hukum berjalan se-
suai koridor, Ia kala itu mem-
bandingkan pemberantasan ko-
rupsi di Malaysia dan Singapura
dengan di Indonesia,

“In indikasi hahwa upaya me-
nyampaikan kebenaran guna me-
lakukan perbaikan lembaga pene-
gak hukum khususnya KPK masih
harus menghadapi tantangan he-
rat, terutama berkenaan dengan
pemahaman dan opini yang telah
terhentuk di tengah sehagian ma-
syarakat,” katanya,

Prasetyojuga menganggap upa-
yanyamenyampaikan kebenaran
itumerupakan dinarika antarpe-
negak hukum untuk melaksana-
kan tugas-tugas. “Kami anggap
hal tersebut sebagai dinamika
untuk melakukan penataan, Ba-
gaimana agar proses hukum ti-
dak dilaksanakan dengan justru
melanggar hukum dan undang-
undang,” ucapnya.

Dalam rapat kerja sehelumnya
dengan Komisi 111 DPR padla Senin
(119), Prasetyo bercerita bagai-
mana pemberantasan korupsi di
Malaysia dan Singapura, [a me-
ngatakan, meski kedua negara itu
memiliki aparat penegak hukum
khusus untuk memberantas ko-
rupsi, kewenangan penuntutan
tetap herada di kejaksaan,

“Baik KPK Singapura maupun
Malaysia terbatas pada fungsi
penyelidikan dan penyidikan
saja. Meskipun KPK Malaysia
memiliki fungsi penuntutan, da-
lam melaksanakan kewenangan
tersebut harus mendapat izin
terlebih dahulu dari Jaksa Agung
Malaysia,” jarnya. (X-10)
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